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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuank ummbangun
manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi jasn@rasi dan duniawi-ukhrawi.
Pembangunan nasional tidak hanya menyentuh aspédrilinatau fisik saja,
tetapi harus menyentuh aspek morill dan spirituBlecarafactual, Negara
Kesatuan Republik Indonesia kaya dengan berbagamauku, ras serta agama.
Berangkat dari kenyataan tersebut, guna menciptakaatu Kketeraturan,
kerukunan sosial serta terciptanya pembangunaomasyang sehat, dibutuhkan
sikap toleransi yang sehat antar warga negara,dad&ém hal keyakinan (agama)
maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari gunayikegn perbedaan yang
sudah menjadi warna dari bangsa Indonesia.

Salah satu konsekuensi logis dari Negara Indongsig plural ini adalah
banyaknya agama yang muncul, tumbuh dan berkembanggara kita ini.
Secara hukum, pemerintah hanya mengakui 5 agam@ lyaleh hidup dan
berkembang di negara kita, antara lain: Islam,t&nisatholik, Kristen Protestan,
Hindu serta Budha. Dalam menjalani kehidupan beyk@nbernegara serta
beragama inilah umat beragama sering mengalamrdkant Salah satu yang
menjadi faktornya adalah perbedaan keyakinan (agafah yang paling sensitif
adalah pola dakwah dan penyiaran agama yang déakokeh masing-masing
agama kadang sering menyinggung kepada pemeluk aadaim. Cara-cara

berdakwah yang salah sering menjadi sumber penybbatyokan antar umat



beragama, apalagi jika maksud penyiaran agamabtdrsmtuk menghasut dan
tidak pula mengingat dan memperhatikan aspek toderantar umat beragama
dan kepentingan umum. Penyiaran agama yang dilakoleh setiap lembaga
keagamaan hendaknya memperhatikan aspek toleramsiesukunan antar umat
beragama. Jangan sampai penyiaran agama menjaglipgopaganda menuju ke
arah konflik antar agama.

Merujuk pada hal tersebut, pemerintah melakukayaipancegahan agar
tidak terjadi konflik dalam melakukan proses pergiiaagama. Upaya tersebut
direalisasikan dalam bentuk peraturan hukum yanggater tentang penyiaran
agama yang tertuandalam Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978
(Tentang Pedoman Penyiaran Agama). Peraturan ini memuat klausal tentang
cara-cara penyiaran agama yang dibolehkan danr diktir perundang-undangan
yang berlaku serta pihak-pihak lembaga-lembaga nsaj@ yang berwenang
mengatur dan mengawasi proses penyiaran agamaaséeagut:

Pertama:
Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegakksakunan antar
umat beragama, pengembangan dan penyiaran agam@adglifaksanakan
dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepoo, selaling
menghargai, hormat menghormati antar umat beragaesaai jiwa
Pancasila.

Kedua:
Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

a. Ditujukan terhadap orang atau orang-orang yand telameluk sesuatu
agama lain;

b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian rithateang,
pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan laindgar supaya orang
tertarik untuk memeluk suatu agama.

c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflettibul@ajalah, buku-
buku dan sebagainya di daerah-daerah/rumah-runthirkan umat/orang
yang beragama lain;

d. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari ruke@hrumah orang
yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.



Ketiga:

Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan daniapgnyagama

sebagaimana yang dimaksud diktum kedua menimbuiéeganggunya

kerukunan hidup antar umat beragama, akan dianmmllakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat:

Seluruh  Aparat Departemen Agama sampai ke daemiaida

diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadefakganaan

keputusan ini dan selalu mengadakan konsultasidkoasi dengan unsur
pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dari peraturan hukum di atas, dapat dipahami bapemyiaran agama
tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan maupjukdm karena hal tersebut
tidak sesuai dengan semangat kerukunan umat besaganggang rasa saling
menghargai dan saling menghormati antar pemelukt upeaagama. Guna
terciptanya kerukunan hidup antar umat beragan@aéiah, pemerintah daerah
juga melakukan dialog serta konsultasi terhadapkppihak yang dinilai dapat
menimbulkan konflik antar umat beragama di daerah.

Pola penyiaran agama secara langsung berakibat padauh dan
“menjamurnya” pembangunan rumah ibadah dalam malsgarsebagai sarana
atau wadah pembinaan umat beragama. Rumah ibadédhdcebutuhan semua
umat dalam menjalankan syariat agamanya, baik Jskarsten, Hindu maupun
Budha. Walaupun konteks dan lingkup ibadah agamaluas dan tidak
menyangkut aspek ibadah secara horizontal sajaym&®butuhan akan rumah
ibadah tetap penting. Hal ini menunjukan bahwa tumbadah menjadi sesuatu
yang menyatu dengan denyut kehidupan beragama.

Era globalisasi yang terjadi dewasa ini sangat miemag terjadinya

interaksi dan perpindahan atau migrasi penduduksdatu tempat ke tempat lain.



Suka atau tidak suka gerakan perpindahan pendidjikga menyertakan agama
yang mereka anut. Maka tidak bisa dipungkiri adamggindahan umat Kristen
ke daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim. Begita sebaliknya, adanya
perpindahan umat Islam ke daerah yang berpendudidteK. Demikian pula

halnya umat Hindu dan Budha.

Perbauran penduduk yang beda agama ini menimbutiesalah. Salah
satunya adalah persoalan mayoritas-minoritas. Ustah di Indonesia biasanya
disebut sebagai kelompok mayoritas, sedangkan dmisten disebut minoritas.
Namun, di negara lain makna mayoritas dan minornitasbisa berbeda. Di
Amerika, misalnya, Kristen adalah mayoritas, sedangislam minoritas. Jadi,
tema mayoritas-minoritas bersifat fleksibel. Daleagtasi mayoritas-minoritas ini
seringkali terjadi kesalahpahaman. Kelompok miasriaicapkali merasa haknya
dibelenggu oleh kelompok mayoritas.

Di sinilah terjadi konflik dan rasa tidak puas &ihp pemerintah dan
kelompok mayoritas. Umat Kristen mengeluh karensaBumembuat gereja di
daerah mayoritas Hindu dan Islam. Umat Islam jugageluh terhadap mayoritas
Kristen yang tidak memberikan ruang gerak yang naamantuk berdakwah
dengan mendirikan masjid sebagai tempat pembinaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah ukalakipaya dengan
merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama daneki&rdlam Negeri No: 8
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pendirian Rumah lbadah). Isi dari peraturan

tersebut memuat klausal tentang prosedur pendidarah ibadah yang tertuang



dalam pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), phdadyat (1), ayat (2), pasal 15,
pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan pasal 17 sebagikiub:

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada kepeniyata dan sungguh-
sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanzat beragama
yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pgat (1) dilakukan
dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tiEkgganggu
ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuaiypan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan uneaddama di wilayah
kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) titEenuhi,
pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakatasbavilayah
kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persgaradministratif dan
persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksda ayat (1),
pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaréasuk meliputi:

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rilbadah paling
sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkah plgiabat setempat
sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimanakdid dalam
pasal 13 ayat (3);

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60nfgmaluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agaapaten/kota;
dan

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pgda (2) huruf a
terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum riehpe pemerintah
daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya igi@mbangunan rumah
ibadah.

Pasal 15
Rekomendasi FKUB, sebagaimana dimaksud dalam BRasaat (2) huruf d
merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam f@BtB, dituangkan
dalam bentuk tertulis.
Pasal 16
(1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimamaksud dalam Pasal
14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadatpada
bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.



(2) Bupati/walikota memberikan keputusan palingbat®0 (sembilan puluh)
hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah dmjukebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasu tbagi bangunan

gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yangimilahkan karena

perubahan rencana tata ruang wilayah.

Terciptanya suatu kerukunan antar umat beragamapalean tanggung
jawab pemerintah serta umat beragama itu sendkapSdan perilaku toleransi
umat beragama yang sehat dan sesuai dengan rdliaiaagosial, serta hukum
merupakan suatu modal dasar terciptanya kerukumeat lberagama di Indonesia,
yang saat ini penuh dengan gejolak-gejolak sosaalgyberpotensi melahirkan
konflik sosial dan yang menjadi pemicu paling séinsdalah isu agama.

Kerukunan antar umat beragama yang mantap mempakaal sosial
(social capital) yang dapat mendukung terciptanya suatu prosesasgunan
nasional yang betul-betul menyentuh seluruh asmek membangun manusia
Indonesia seutuhnya. Sebaliknya, terjadinya konfiktar umat beragama
merupakan salah satu hambatan terciptanya sustasppembangunan nasional.

Berdasarkan pada latar belakang pemikiran tersebuttas, dapat
disimpulkan bahwa negara kita merupakan negara gangat pluralisitis. Salah
satunya adalaplural dalam hal agama, dimana banyak agama yang hidup da
berkembang. Hal ini perlu mendapat perhatian dammgrintah dan umat
beragama itu sendiri untuk senantiasa menjaga &ggalin suatu kerukunan umat
beragama yang sehat dan semaksimal mungkin mencpekkaflik antar umat

beragama. Sikap dan perilaku toleransi yang sedratsdsuai dengan nilai-nilai

agama, sosial, serta hukum merupakan suatu alfeyaag) bisa diterapkan dalam



kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat phirdémerintah pusat maupun
daerah hendaknya selalu melakukan upaya pengawdalam memelihara
kerukunan antar umat beragama baik ditingkat pusatipun daerah. Upaya
dialog serta musyawarah antar umat beragama mempdah satu jalan yang
tepat untuk menyelesaikan konflik antar umat bersgadimana hal tersebut
merupakan ciri dan kepribadian bangsa Indonesimblaga-lembaga keagamaan
yang berkembang di Indonesia juga hendaknya sasantnelakukan pembinaan-
pembinaan tentang konsep sikap dan perilaku tadengmng sehat serta dapat
mencegah terjadinya konflik antar umat beragamandahasyarakat. Oleh karena
itu, berdasarkan kesimpulan di atas maka penulisnddesud mengkaji dan
menganalisis secara mendalam dalam sebuah pemsféiey berjudul?Kajian
Tentang Sikap dan Perilaku Tokoh Masyarakat Muslim (Ulama) Terhadap

Keberadaan Gereja di Desa Campakamekar”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitiatidak menyimpang
dari tujuan penelitian, maka perlu kiranya dirunarskpokok permasalahan.
Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaansakap dan perilaku tokoh
masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaanagdrdpesa Campakamekar,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat?amgkal pada rumusan
permasalahan tersebut, supaya tidak terlalu luaselfppi memberikan batasan

masalah pada hal-hal berikut:



. Bagaimana sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muglilama) terhadap
keberadaan gereja GKKI di Desa Campakamekar?

. Bagaimanakah latar belakang berdirinya gereja GKKItengah-tengah
masyarakat Muslim dan mengapa para ulama setempatahsolah
melegalisasi keberadaan gereja ilegal tersebuedalampakamekar?

. Bagaimana reaksi (respon) para ulama di luar wildyasa Campakamekar
terhadap keberadaan gereja ilegal tersebut?

. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Demsmpakamekar dan
Pemerintah Desa Campakamekar untuk mencegah tegadionflik Iebih
jauh di Desa Campakamekar yang diakibatkan olelerelaan gereja ilegal
tersebut?

. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Keatan Padalarang,
KUA Kecamatan Padalarang, serta Pemerintah KecaniRddalarang untuk

menengahi masalah keberadaan gereja ilegal di O&sgakamekar ?

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkdmpsidan perilaku

tokoh masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadparja GKKI di Desa

Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bgndecara khusus

penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan:

1. Sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulateahadap keberadaan

gereja GKKI di Desa Campakamekar.



2. Latar belakang berdirinya gereja GKKI di tengahgam masyarakat Muslim
dan mengapa para ulama setempat seolah-olah msésg&eberadaan gereja
ilegal tersebut di Desa Campakamekar.

3. Reaksi (respon) para ulama di luar wilayah Desa faésaamekar terhadap
keberadaan gereja ilegal tersebut.

4. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Demapakamekar dan
Pemerintah Desa Campakamekar untuk mencegah teadionflik lebih
jauh di Desa Campakamekar yang diakibatkan olelerelaan gereja ilegal
tersebut.

5. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Ketan Padalarang,
KUA Kecamatan Padalarang, serta Pemerintah KecaniRddalarang untuk

menengahi masalah keberadaan gereja ilegal di Oasgakamekar.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keguiiek secara teoritis
maupun secara prakiis.
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikasukan dan
menambah bahan kajian mengenai sikap dan perilakaht masyarakat
Muslim (ulama) terhadap keberadaan gereja di Desap@kamekar.
2. Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masieginpa sumbang

saran kepada para tokoh masyarakat Muslim (ulam&)kumeningkatkan
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eksistensinya sebagai ujung tombak syiar Islamdddmvah Islam. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagiyarakat dan lembaga
institusi terkait, dalam hal ini aparatur Desa Cakgmekar, MUl Desa
Campakamekar, MUI, KUA serta aparatur Pemerintateld@atan Padalarang,
guna dijadikan bahan pertimbangan dan dipraktekkamgsung untuk
membuat kebijakan-kebijakan publik ditingkat desaaupun tingkat
kecamatan yang tepat dan efektif, demi terwujudikggiukunan umat
beragama, kekhusuan ibadah dan kemantapan agidat beragama

diwilayah Desa Campakamekar dan Kecamatan Padglaran

. Definisi Operasional

. Sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bdstsedara tertentu terhadap
hal-hal tertentu Sarwono (Syamsu Yusuf, 2002:42).

. Perilaku adalah tingkah laku tiap orang ketika s@nd maupun sedang
bergaul dengan sesamanya dalam segala bentuk, semlaarang tempat,
waktu dan keadaan sehingga hal ini yang menyebaldetap orang
mempunyai keperibadian yang berbeda antara mayaisgasatu dengan yang
lainnya Kasumajana (Koentjaraningrat, 1989:6).

. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) adalah guru ditspandok pesantren dan
setiap sarjana dalam ilmu kelslaman Greertz (Burh2d01:134).

. Gereja adalah berasal dari kata bahasa Yunani éBkKl yang didefinisikan

sebagai “perkumpulan” atau “orang-orang yang digdrigeluar.” Akar kata



11

dari "gereja” bukan berhubungan dengan gedung, nateangan orang (Rifai

1965 : 55).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitagffuy“suatu prosedur
penelitian yang akan menghasilkan data deskrigifipa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati’l. tel@ebut dikemukakan juga
oleh Nasutian (1996:5) bahwa “penelitian kualitgddda hakikatnya adalah
mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, beaki&r dengan mereka,
berusaha untuk memahami bahasa dan tafsiran miergiag dunia sekitarnya”.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitiani adalah didasarkan
pada permasalahan yang dikaji oleh penulis mengekap dan perilaku tokoh
masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaanagdrdpesa Campakamekar,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, sehinggeerukan sejumlah data
di lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstualkif itu, pendekatan kualitatif
mempunyai adaptabilitas yang tinggi terhadap péraibbayang terjadi, sehingga
memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesualkadlengan situasi yang
berubah- rubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adate@tode studi kasus.
Oleh karena itu, untuk memperoleh data sebanyakdbaya dilakukan dengan
sangat mendalam artinya melalui berbagai teknilgydisusun secara sistematis

serta dicari informasi selengkap-lengkapnya. Data-genelitian ini diperoleh
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melalui teknik penelitian observasi, wawancaradistiokumentasi, dan studi

literatur.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lingkungan Kampung iSwnpir Desa
Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bgndarat, lebih
spesifiknya lagi Gereja Kasih Kristus Indonesia {GKyang berlokasi di Desa
Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bgn@arat. Sedangkan
yang menjadi subjek penelitian adalah:
1. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) Desa Campakamekar.
2. Pimpinan Gereja Kasih Kristus Indonesia (GKKI) D€anpakamekar.
3. Masyarakat Desa Campakamekar yang berada disgkitaja.
4. Para tokoh masyarakat Desa Campakamekar.
5. Kepala Desa Campakamekar.
6. Ketua MUI Desa Campakamekar.
7. Kepala KUA Kecamatan Padalarang.
8. Ketua MUI Kecamatan Padalarang.

9. Aparatur Pemerintah Kecamatan Padalarang.



